
BUPATI PACITAN 
PROVINSIJAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 38 TAHUN 2 0 2 0 

TENTANG 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, 
S E R T A TATA K E R J A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN D A E R A H 

KABUPATEN PACITAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

BUPATI PACITAN, 

bahwa sehubungan dengan telah d i te tapkannya Peraturan 
Menter i Da lam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan 
Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi 
penunjang penyelenggaraan u r u s a n pemer intahan, maka 
Peraturan bupat i Nomor 74 Tahun 2016 tentang tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi , Susunan Organisasi serta 
ta ta kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Pacitan t idak sesuai lagi sehingga per lu d igant i ; 
bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud 
pada h u r u f a per lu menetapkan Peraturan Bupat i tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi , Susunan Organisasi, serta 
Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Pacitan. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 
sebagaimana te lah beberapa ka l i d iubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) 
sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2019 Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887); 

3. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi 
dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi 
Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; 

Menimbang : a. 

b. 



4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 
Nomor 4) sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2020 Nomor 1) ; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN 
PUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, S E R T A TATA K E R J A 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
KABUPATEN PACITAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupa t i i n i yang d imaksud dengan : 
a. Daerah adalah Kabupaten Pacitan. 
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan. 
c. Bupa t i adalah Bupa t i Pacitan. 
d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan. 
e. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Pacitan. 
f. Un i t Pelaksana Teknis Badan selanjutnya dis ingkat UPT Badan adalah Uni t 

Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Pacitan. 

BAB I I 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN PUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Pungsi 

Pasal 2 

(1) Badan da lam melaksanakan tugasnya berada d i bawah dan bertanggung 
jawab kepada Bupat i mela lui Sekretaris Daerah. 

(2) Badan d ip imp in oleh Kepala Badan. 

Pasal 3 

Badan mempunya i tugas membantu Bupa t i u n t u k melaksanakan fungsi 
penunjang u rusan pemer intahan bidang perencanaan serta tugas pembantuan 
yang menjadi kewenangan Kabupaten sesuai ke tentuan perundang-undangan. 

Pasal 4 

Badan da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 3, 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan kebi jakan teknis , d u k u n g a n teknis , pemantauan, evaluasi, 

pelaporan dan pembinaan penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan, 
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; 

b. penyusunan kebi jakan teknis, d u k u n g a n teknis, pemantauan, evaluasi, 
pelaporan dan pembinaan penyelenggaraan fungsi penunjang Pemerintahan 
dan Pembangunan Manusia ; 



c. penyusunan kebi jakan teknis, d u k u n g a n teknis , pemantauan, evaluasi, 
pelaporan dan pembinaan penyelenggaraan fungsi penunjang 
Perekonomian, sumber daya a lam, i n f r a s t ruk tu r dan kewi layahan; 

d. pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleh Bupa t i sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 5 

Susunan organisasi Badan terd ir i dar i : 
a. Sekretariat; 
b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; 
c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ; 
d. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, In f r a s t ruk tu r dan Kewilayahan; 
e. Kelompok Jaba tan Fungsional; dan 
f. UPT Badan. 

BAB I I I 
S E K R E T A R I A T 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 6 

(1) Sekretariat da lam melaksanakan tugas dan fungsinya berada d i bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

(2) Sekretariat d ip imp in oleh Sekretaris. 

Pasal 7 

Sekretariat mempunya i tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan 
kegiatan, pembinaan dan pemberian d u k u n g a n pelayanan admin is t ra t i f yang 
me l iput i u m u m dan kepegawaian serta program dan keuangan kepada se luruh 
u n i t organisasi d i l ingkungan Badan. 

Pasal 8 

Sekretariat da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 7, 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pengoordinasian kegiatan d i Badan; 
b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran 

d i Badan; 
c. pengoordinasian pelakscinaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD); 
d. penyusunan kerangka regulasi da lam perencanaan pembangunan pada 

Badan; 
e. pembinaan dan pemberian d u k u n g a n admin is t ras i yang me l iput i 

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, 
hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentas i Badan; 

f. pembinaan dan penataan organisasi dan ta ta laksana; 
g. penyelenggaraan pengelolaan barang mi l ik/kekayaan negara dan layanan 

pengadaan barang/jasa d i l ingkup Badan; 
h . pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan peni laian atas 

capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kiner ja 
pengadaan barang/jasa m i l i k Negara pada Badan; dan 



i . pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleh Kepala Badan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 9 

Sekretariat, t e rd i r i dar i : 
a. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan 
b. Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian. 

Bagian Ketiga 
Sub Bagian Program dan Keuangan 

Pasal 10 

(1) Sub Bagian Program dan Keuangan dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya berada d i bawah dan bertanggung j awab kepada Sekretaris. 

(2) Sub Bagian Program dan Keuangan d ip imp in oleh Kepala Sub Bagian. 

Pasal 11 

(1) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Sekretariat yang terka i t dengan program dan keuangan. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. meny iapkan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD); 
b. meny iapkan penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan 

pembangunan daerah pada Badan; 
c. meny iapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan 
d. meny iapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja 

Badan; 
e. mengkoordinas ikan penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan 

perencanaan pembangunan daerah d i Badan; 
f. pelaksanaan pelaporan tentang kiner ja program/kegiatan Badan; 
g. meny iapkan kebi jakan teknis pengelolaan keuangan sesuai k ebu tuhan 

sebagai dasar pelaksanaan tugas; 
h . mengajukan Rencana Kerja Anggaran mela lu i T im Anggaran eksekut i f 

u n t u k menjadi Dokumen Pengguna Anggaran; 
i . melaksanakan pengelolaan adminis tras i keuangan berdasarkan 

j u k l a k / j u k n i s u n t u k ter t ibnya adminis t ras i keuangan; 
j . mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan, ba ik l isan 

m a u p u n ter tu l is u n t u k memperoleb pe tun juk lebib lan jut ; 
k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala Bidang atau 

kepala sub bagian; 
1. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; dan 
m. melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleh Sekretaris badan. 

Bagian Keempat 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 12 

(1) Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian da lam melaksanakan tugas dan 
fungsinya berada d i bawab dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

(2) Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian d ip imp in oleh Kepala Sub Bagian. 



Pasal 13 

(1) Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Sekretariat yang terkai t dengan u m u m dan kepegawaian. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. mengb impun kebi jakan teknis admin is t ras i kepegawaian sesuai 

k ebu tuban sebagai dasar pelaksanaan tugas; 
b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan adminis t ras i 

kepegawaian berdasarkan pedoman u n t u k kelancaran tugas un i t ; 
c. menyusun rencana kebu tuban pegawai sesuai fomasi u n t u k 

opt imal isasi pelaksanaan tugas u n i t ; 
d. membuat usu lan permintaan pegawai sesuai k e b u t u b a n u n t u k 

kelancaran tugas u n i t ; 
e. menyusun daftar i n d u k kepegawaian sesuai pe tun juk 

pe laksanaan/petunjuk teknis u n t u k ter t ibnya adminis t ras i 
kepegawaian; 

f. me lakukan pengelolaan admin is t ras i kepegawaian mela lui DUK dan 
nomina t i f u n t u k ter t ibnya admin is t ras i kepegawaian; 

g. meny iapkan dan melaksanakan ketatausabaan perkantoran; 
b. meny iapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan r u m a b tangga; 
i . menyiapkan dan melaksanakan ketata laksanaan perlengkapan dan 

barang m i l i k daerab; 
j . menyiapkan dan melaksanakan ketata laksanaan persuratan dan 

kearsipan; 
k. meny iapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kebumasan dan 

protokol ; 
1. mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan, ba ik l isan 

m a u p u n ter tu l is u n t u k memperoleb pe tun juk lebib lan jut ; 
m. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub 

bagian/bidang; 
n. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai baban 

evaluasi; dan 
o. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleb Sekretaris Badan. 

BAB IV 
BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN 

EVALUASI PEMBANGUNAN D A E R A H 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 14 

(1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerab 
berada d i bawab dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

(2) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerab 
d ip imp in oleb Kepala Bidang. 

Pasal 15 

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerab 
melaksanakan sebagian tugas Badan, yang me l iput i : 
a. perencanaan dan pendanaan; 
b. data dan informasi ; dan 
c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan. 



Pasal 16 

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerab dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 15, 
menyelenggarakan fungsi: 
a. me lakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan 

pembangunan daerab; 
b. me lakukan pengumpulan dan analisasi data dan informasi pembangunan 

u n t u k perencanaan pembangunan daerab; 
c. pengintegrasian dan barmonisas i program-program pembangunan di 

daerab; 
d. pe rumusan kebi jakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi 

dan informasi pembangunan daerab; 
e. mengoordinasikan dan mengsinkronisas ikan pelaksanaan kebi jakan 

perencanaan dan penganggaran d i daerab; 
f. me lakukan evaluasi terbadap kebi jakan perencanaan pembangunan 

daerab, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerab, serta basi l 
rencana pembangunan daerab; 

g. me lakukan pengendalian mela lu i pemantauan, supervisi dan t indak lan jut 
bi la terjadi penyimpangan terbadap pencapaian tu juan agar program dan 
kegiatan sesuai dengan kebi jakan pembangunan daerab; 

b. mengidenti f ikasi permasalaban pembangunan daerab berdasarkan data 
u n t u k mengetabui perkembangan pembangunan; 

i . menyaj ikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerab; 
j . me lakukan pengamanan data mela lui baban cetak dan elektronik sebagai 

baban dokumentas i ; 
k. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan 

daerab; 
1. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan 

daerab; 
m. pengelolaan bas i l anal isis bas i l evaluasi u n t u k penyiapan pelaporan 

program dan kegiatan pembangunan daerab; 
n . penyusunan basi l evaluasi dan laporan pelaksanaan program 

pembangunan daerab; 
o. pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleb Kepala Badan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 17 

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerab terd i r i 
dar i : 
a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan; 
b. Sub Bidang Data dan Informasi ; dan 
c. Sub Bidang Pengendaliein, Evaluasi dan Pelaporan. 

Bagian Ketiga 
Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan 

Pasal 18 

(1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan berada d i bawab dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pendanaan. 

(2) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan d ip imp in oleb Kepala Sub Bidang. 



Pasal 19 

(1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerab yang terkai t dengan perencanaan dan pendanaan 
pembangunan. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. penyiapan baban pengkajian, analisis dan pe rumusan kerangka ekonomi 

makro daerab (perencanaan ekonomi dan ind ikator ekonomi) mela lu i 
pendekatan bo l is t ik integratif; 

b. penyiapan penyusunan baban kerangka regulasi da lam perencanaan 
pembangunan daerab; 

c. pengoordinasian dan s inkronisasi pelaksanaan pengembangan model 
ekonomi serta kebi jakan perencanaan dan penganggaran penbangunan 
ekonomi makro daerab; 

d. pengoordinasian dan s inkronisasi anal isis perencanaan dan 
pengembangan pendanaan pembangunan daerab; 

e. pengoordinasian pagu ind ika t i f pembangunan daerab; 
f. penyiapan baban pengkajian, analisis, dan perumusan kebi jakan 

kewi layaban dan konekt iv i tas daerab; 
g. pengoordinasian dan s inkronisasi pelaksanaan pengembangan model 

keivi layaban dan konektiv i tas serta kebi jakan perencanaan 
pembangunan daerab secara bo l is t ik integrat i f u n t u k kewi layaban dan 
konekt iv i tas; 

b. penyiapan baban s inkronisasi kebi jakan sektoral dan kewi layaban dalam 
penentuan lokasi pr ior i tas d i daerab; 

i . mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan, ba ik l isan 
m a u p u n ter tu l is ; 

j . mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang; 
k. membuat laporan basi l pelaksanaan tugas secara berkala sebagai baban 

evaluasi; dan 
1. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleb Kepala Bidang 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerab. 

Bagian Keempat 
Sub Bidang Data dan Informasi 

Pasal 20 

(1) Sub Bidang Data dan Informasi berada d i bawab dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Kepala Bidang Perencanaan dan Pendanaan. 

(2) Sub Bidang Data dan Informasi d ip imp in oleb Kepala Sub Bidang. 

Pasal 21 

(1) Sub Bidang Data dan Informasi mempunya i tugas melaksanakan sebagian 
tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerab yang terkai t dengan Data dan Informasi . 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. me lakukan pengumpulan data pembangunan daerab mela lui survei 

u n t u k mengetabui perkembangannya; 
b. mengelola data pembangunan daerab sesuai j en isnya sebagai baban 

penyusunan rencana pembangunan daerab; 
c. menyusun rencana kegiatan pengolaban data sesuai k ebu tuban sebagai 

acuan pelaksanaan tugas u n i t terkait ; 
d. menyaj ikan data pembangunan daerab sesuai k ebu tuban sebagai baban 

informasi ; 



e. me lakukan pengamanan data has i l pembangunan daerab mela lu i baban 
cetak dan e lektronik sebagai baban dokumentas i ; 

f. mengb impun data bas i l evaluasi pembangunan daerab sesuai 
program/kegiatan sebagai baban penyusunan pelaporan; 

g. menyaj ikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerab; 
b. mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik l isan 

m a u p u n ter tu l is ; 
i . mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang; 

j . membuat laporan basi l pelaksanaan tugas secara berkala sebagai baban 
evaluasi; dan 

k. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleb Kepala Bidang 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerab. 

Bagian Ke l ima 
Sub Bidang Pengendalian, Elvaluasi dan Pelaporan 

Pasal 22 

(1) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan berada d i bawab dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Kepala Bidang Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerab. 

(2) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan d ip imp in oleb Kepala 
Sub Bidang. 

Pasal 23 

(1) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunya i tugas 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerab yang terka i t dengan Pengendalian, Evaluasi 
dan Pelaporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l ipu t i : 
a. mengb impun baban kebi jakan teknis sistem evaluasi pembangunan 

daerab sesuai kebu tuban sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
b. penyiapan baban pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, 

pengendalian dan pelaporan kegiatan terbadap pengendalian, 
pe rumusan kebi jakan perencanaan dan evaluasi terbadap basi l 
rencana pembangunan daerab; 

c. pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian 
pelaksanaan rencana pembangunan daerab; 

d. pelaksanaan pengendalian mela lui pemantauan, supervisi dan t indak 
lan ju t penyimpangan terbadap pencapaian t u j u a n agar program dan 
kegiatan sesuai dengan kebi jakan pembangunan daerab; 

e. mengelola basi l analisis atas basi l evaluasi u n t u k penyiapan pelaporan 
program dan kegiatan pembangunan daerab; 

f. menyusun basi l evaluasi dan laporan pelaksanaan program 
pembangunan daerab; 

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi 
perencanaan pembangunan daerab d i b idang pemantauan, evaluasi, 
pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan 
daerab sebagai baban peni la ian dan menjadi baban penyusunan 
program pembangunan daerab selanjutnya; 

b. men indak lan ju t i laporan basi l evaluasi secara berjenjang sebagai 
baban penyusunan program lan ju tan t ingkat kabupaten dan provinsi ; 

i . mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan 
rencana pembangunan daerab; 

j . menyusun laporan basi l pelaksanaan pembangunan daerah secara 
periodik sebagai baban evaluasi; 

k. mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan, ba ik l isan 
m a u p u n ter tu l is ; 



1. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang; 
m. membuat laporan hasi l pelaksanaan tugas secara berkala sebagai 

baban evaluasi; dan 
n . melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleb Kepala Bidang 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerab. 

BAB V 
BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 24 

(1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manus ia berada d i bawab dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

(2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manus ia d ip imp in oleb Kepala 
Bidang. 

Pasal 25 

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manus ia melaksanakan sebagian 
tugas Badan yang me l iput i : 
a. pemer intahan; 
b. pembangunan manusia ; dan 
c. kesejahteraan rakyat. 

Pasal 26 

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manus ia da lam melaksanakan tugas 
sebagaimana d imaksud dalam Pasal 25, menyelenggarakan fungsi; 
a. mengoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 

daerab (RPJPD, RPJMD dan RKPD) fungsi penunjang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia ; 

b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerab dan 
Rencana Kerja Perangkat Daerab fungsi penunjang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia ; 

c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 
fungsi penunjang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ; 

d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkai t RPJPD, 
RPJMD dan RKPD fungsi penunjang Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia; 

e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkai t APBD 
fungsi penunjang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 

f. mengoordinasikan sinergitas dan barmonisas i perencanaan kegiatan 
perangkat daerab kabupaten fungsi penunjang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia ; 

g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan barmonisas i perencanaan 
kegiatan Kementerian/Lembaga d i pusat dan prov insi fungsi penunjang 
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ; 

b. mengoordinasikan dukungan perencanaan pelaksanaan kegiatan pusat 
u n t u k pr ior i tas nasional fungsi penunjang Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia ; 

i . mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar 
daerab fungsi penunjang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 

j . mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat 
daerab kabupaten fungsi penunjang Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia; 



k. membuat laporan basi l pelaksanaan tugas secara berkala sebagai baban 
evaluasi fungsi penunjang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan 

1. melaksanakan fungsi l a in yang d iber ikan oleb kepala badan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya u n t u k kelancaran tugas kedinasan. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 2 7 

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia te rd i r i dar i : 
a. Sub Bidang Pemerintahan; 
b. Sub Bidang Pembangunan Manusia ; dan 
c. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat. 

Bagian Ketiga 
Sub Bidang Pemerintahan 

Pasal 28 

(1) Sub Bidang Pemerintahan berada d i bawab dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia . 

(2) Sub Bidang Pemerintahan d ip imp in oleb Kepala Sub Bidang. 

Pasal 29 

(1) Sub Bidang Pemerintahan mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas 
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manus ia yang terkai t dengan 
bidang pemer intahan. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. merancang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerab, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerab, Rencana 
Kerja Pembangunan Daerab u rusan Sosial Pemberdayaan Masyarakat 
dan desa, Inspektorat Daerab, Sekretariat Daerab, Sekretariat DPRD, 
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan Kecamatan; 

b. menganalisis rancangan Rencana Strategi dan Rencana Kerja perangkat 
daerab u r u s a n Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Inspektorat 
Daerab, Sekretariat Daerab, Sekretariat DPRD, b idang Kesatuan Bangsa 
dan Politik, dan Kecamatan; 

c. merencanakan pelaksanaan Musyawarab Perencanaan Pembangunan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerab, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerab, Rencana Kerja Pembangunan 
Daerab u r u s a n Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Inspektorat 
Daerab, Sekretariat Daerab, Sekretariat DPRD, Bidang Kesatuan Bangsa 
dan Politik; dan Kecamatan; 

d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan barmonisas i Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerab, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerab u rusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan desa, 
Inspektorat Daerab, Sekretariat Daerab, Sekretariat DPRD, Bidang 
Kesatuan Bangsa dan Polit ik, dan Kecamatan; 

e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan pada u rusan Sosial, 
Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Inspektorat Daerab, Sekretariat 
Daerab, Sekretariat DPRD, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan 
Kecamatan; 



f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkai t 
penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerab, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengab Daerab, Rencana Kerja 
Pembangunan Daerab u rusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan 
desa, Inspektorat Daerab, Sekretariat Daerab, Sekretariat DPRD, Bidang 
Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kecamatan; 

g. merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkai t 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab u r u s a n Sosial, Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa, Inspektorat Daerab, Sekretariat Daerab, 
Sekretariat DPRD, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kecamatan; 

b. merencanakan sinergitas dan barmonisas i kegiatan u r u s a n Sosial, 
Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Inspektorat Daerab, Sekretariat 
Daerab, Sekretariat DPRD, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan 
Kecamatan; 

i . merencanakan d u k u n g a n pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi u n t u k 
u rusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Inspektorat 
Daerab, Sekretariat Daerab, Sekretariat DPRD, Bidang Kesatuan 
Bangsa dan Polit ik, dan Kecamatan; 

j . merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar 
daerab d i b idang pembangunan u n t u k u rusan Sosial, Pemberdayaan 
Masyarakat dan desa, Inspektorat Daerab, Sekretariat Daerab, 
Sekretariat DPRD, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kecamatan; 

k. merencanakan pengendalian dan mon i to r ing pelaksanaan perencanaan 
pembangunan daerab u r u s a n Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan 
desa, Inspektorat Daerab, Sekretariat Daerab, Sekretariat DPRD, Bidang 
Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kecamatan; 

1. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan 
pembangunan daerab u r u s a n Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan 
desa, Inspektorat Daerab, Sekretariat Daerab, Sekretariat DPRD, Bidang 
Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kecamatan; 

m. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan basi l pelaksanaan 
tugas secara berkala atas pelaksanaan perencanaan pembangunan 
daerab u r u s a n Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat 
Daerab, Sekretariat Daerab, Sekretariat DPRD, Bidang Kesatuan Bangsa 
dan Pol i t ik,dan Kecamatan; 

n . mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik l isan 
m a u p u n ter tu l is ; 

o. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang; dan 
p. melaksanakan tugas la in yang diber ikan oleb Kepala Bidang 

Pemerintaban dan Pembangunan Manusia . 

Bagian Keempat 
Sub Bidang Pembangunan Manusia 

Pasal 30 

(1) Sub Bidang Pembangunan Manusia berada d i bawab dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang Pemerintaban dan Pembangunan Manusia. 

(2) Sub Bidang Pembangunan Manus ia d ip imp in oleb Kepala Sub Bidang. 

Pasal 31 

(1) Sub Bidang Pembangunan Manusia mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bidang Pemerintaban dan Pembangunan Manusia yang 
terkai t dengan bidang pembangunan manusia . 



(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. merancang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerab, Rencana Pembangunan Jangka Menengab Daerab, Rencana 
Kerja Pembangunan Daerab u r u s a n Pendidikan, Perpustakaan, 
kearsipan, fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatiban, 
Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Sub u r u s a n Ketenteraman 
dan Ketert iban U m u m , sub u r u s a n kebakaran, dan Penanggulangan 
Bencana Daerab; 

b. menganalisis rancangan Rencana Strategi dan Rencana Kerja perangkat 
daerab u r u s a n Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatiban, Penelitian dan Pengembangan, 
Perencanaan, Sub u r u s a n Ketenteraman dan Ketert iban U m u m , sub 
u rusan kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerab; 

c. merencanakan pelaksanaan Musyawarab Perencanaan Pembangunan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerab, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengab Daerab, Rencana Kerja Pembangunan 
Daerab u r u s a n Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatiban, Penelitian dan Pengembangan, 
Perencanaan, Sub u rusan Ketenteraman dan Ketert iban U m u m , sub 
u rusan kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerab; 

d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan barmonisas i Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerab, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengab Daerab u r u s a n Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, fungsi 
penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatiban, Penelitian dan 
Pengembangan, Perencanaan, Sub u r u s a n Ketenteraman dan Ketert iban 
U m u m , sub u rusan kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerab; 

e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan pada u rusan 
Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang Kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatiban, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, 
Sub u r u s a n Ketenteraman dan Ketert iban U m u m , sub u r u s a n 
kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerab; 

f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkai t 
penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerab, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengab Daerab u rusan Pendidikan, 
Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan 
dan Pelatiban, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Sub u rusan 
Ketenteraman dan Ketert iban U m u m , sub u r u s a n kebakaran, dan 
Penanggulangan Bencana Daerab; 

g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab u r u s a n Pendidikan, 
Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan 
dan Pelatiban, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Sub u rusan 
Ketenteraman dan Ketert iban U m u m , sub u r u s a n kebakaran, dan 
Penanggulangan Bencana Daerab; 

b. merencanakan sinergitas dan barmonisas i kegiatan u rusan Pendidikan, 
Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan 
dan Pelatiban, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Sub u rusan 
Ketenteraman dan Ketert iban U m u m , sub u rusan kebakaran, dan 
Penanggulangan Bencana Daerab; 

i . merencanakan d u k u n g a n pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi u n t u k 
u r u s a n Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatiban, Penelitian dan Pengembangan, 
Perencanaan, Sub u rusan Ketenteraman dan Ketert iban U m u m , sub 
u r u s a n kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerab; 



j . merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar 
daersib d i b idang pembangunan u n t u k u rusan Pendidikan, 
Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan 
dan Pelatiban, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Sub u rusan 
Ketenteraman dan Ketert iban U m u m , sub u rusan kebakaran, dan 
Penanggulangan Bencana Daerab; 

k. merencanakan pengendalian dan mon i to r ing pelaksanaan perencanaan 
pembangunan daerab u r u s a n Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, 
fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatiban, Penelitian 
dan Pengembangan, Perencanaan, Sub u r u s a n Ketenteraman dan 
Ketert iban U m u m , sub u r u s a n kebakaran, dan Penanggulangan 
Bencana Daerab; 

1. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan 
pembangunan daerab urusan Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, 
fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatiban, Penelitian 
dan Pengembangan, Perencanaan, Sub u rusan Ketenteraman dan 
Ketert iban U m u m , sub u r u s a n kebakaran; dan Penanggulangan 
Bencana Daerab; 

m. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan basi l pelaksanaan 
tugas secara berkeda atas pelaksanaan perencanaan pembangunan 
daerab u rusan Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatiban, Penelitian dan Pengembangan, 
Perencanaan, Sub u rusan Ketenteraman dan Ketert iban U m u m , sub 
u r u s a n kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerab; 

n . mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan, ba ik l isan 
m a u p u n ter tu l is ; 

o. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang; dan 
p. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleb Kepala Bidang 

Pemerintaban dan Pembangunan Manusia . 

Bagian Ke l ima 
Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat 

Pasal 32 

(1) Sub Bidang Kesejabteraan Rakyat berada d i bawab dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Pemerintaban dan Pembangunan Manusia. 

(2) Sub Bidang Kesejabteraan Rakyat d ip imp in oleb Kepala Sub Bidang. 

Pasal 33 

(1) Sub Bidang Kesejabteraan Rakyat mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bidang Pemerintaban dan Pembangunan Manusia yang 
terkai t dengan bidang kesejabteraan rakyat. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. merancang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerab, Rencana Pembangunan Jangka Menengab Daerab, Rencana 
Kerja Pembangunan Daerab u rusan kesebatan, Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perl indungan 
Anak, dan adminis t ras i kependudukan dan pencatatan sipi l ; 

b. menganalisis rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja perangkat 
daerab u r u s a n kesebatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perl indungan Anak, dan 
admin is t ras i kependudukan dan pencatatan s ip i l ; 



c. merencanakan pelaksanaan Musyawarab Perencanaan Pembangunan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerab, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengab Daerab, Rencana Kerja Pembangunan Daerab u rusan 
kesebatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Per l indungan Anak, dan adminis tras i 
kependudukan dan pencatatan sipi l ; 

d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan barmonisas i Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerab, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengab Daerab u rusan kesebatan, Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Per l indungan Anak, 
dan adminis tras i kependudukan dan pencatatan s ip i l ; 

e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan pada u rusan 
kesebatan; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Per l indungan Anak, dan adminis t ras i 
kependudukan dan pencatatan sipi l ; 

f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkai t 
penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerab, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengab Daerab, Rencana Kerja 
Pembangunan Daerab u r u s a n kesebatan, Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perl indungan Anak, 
dan admin is t ras i kependudukan dan pencatatan sipi l ; 

g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkai t Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerab u r u s a n kesebatan; Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 
Per l indungan Anak, dan adminis t ras i kependudukan dan pencatatan 
sipi l ; 

b. merencanakan sinergitas dan barmonisas i kegiatan u rusan kesebatan, 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perl indungan Anak, dan admin is t ras i kependudukan 
dan pencatatan sipi l ; 

i . merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi u n t u k 
u rusan kesebatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Per l indungan Anak, dan adminis tras i 
kependudukan dan pencatatan sipi l ; 

j . merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar 
daerab d i b idang pembangunan u n t u k u r u s a n kesebatan, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perl indungan Anak, dan adminis t ras i kependudukan dan pencatatan 
sipi l ; 

k. merencanakan pengendalian dan mon i to r ing pelaksanaan perencanaan 
pembangunan daerab u r u s a n kesebatan, Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Per l indungan Anak, 
dan admin is t ras i kependudukan dan pencatatan sipi l ; 

1. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan 
pembangunan daerab u rusan kesebatan, Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Per l indungan Anak, 
dan admin is t ras i kependudukan dan pencatatan sipi l ; 

m. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan basi l pelaksanaan 
tugas secara berkala atas pelaksanaan perencanaan pembangunan 
daerab u r u s a n kesebatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Per l indungan Anak, dan 
adminis t ras i kependudukan dan pencatatan s ip i l ; 

n . mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik l isan 
m a u p u n ter tu l is ; 

o. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang; dan 
p. melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleb Kepala Bidang 

Pemerintaban dan Pembangunan Manusia . 



BAB V I 
BIDANG PEREKONOMIAN, SUMBER DAYA ALAM, 

INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN 

Bagian Kesa tu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 34 

(1) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, In f r as t ruk tur dan Kewilayahan 
berada d i bawab dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

(2) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, In f r a s t ruk tu r dan Kewilayaban 
d ip imp in oleb Kepala Bidang. 

Pasal 35 

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, In f r a s t ruk tu r dan Kewilayaban 
melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang 
me l ipu t i perekonomian,sumber daya alam, dan in f r a s t ruk tu r dan kewilayaban. 

Pasal 36 

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, In f r as t ruk tur dan kewi layaban 
dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 35, 
menyelenggarakan fungsi: 
a. mengoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 

daerab (RPJPD, RPJMD dan RKPD) fungsi penunjang perekonomian, sumber 
daya a lam, in f r a s t ruk tu r dan kewilayaban; 

b. me lakukan perencanaan analisa dan pengkajian kewi layaban fungsi 
penunjang perekonomian, sumber daya a lam, i n f r a s t ruk tu r dan 
kewilayaban; 

c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerab dan 
Rencana Kerja Perangkat Daerab fungsi penunjang perekonomian, sumber 
daya a lam, in f r a s t ruk tu r dan kewilayaban; 

d. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 
fungsi penunjang perekonomian, sumber daya alam, i n f r a s t ruk tu r dan 
kewilayaban; 

e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkai t RPJPD, 
RPJMD dan RKPD fungsi penunjang perekonomian, sumber daya alam, 
in f r a s t ruk tu r dan kewilayaban; 

f. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkai t APBD 
fungsi penunjang perekonomian, sumber daya alam, i n f r a s t ruk tu r dan 
kewilayaban; 

g. mengoordinasikan sinergitas dan barmonisas i perencanaan kegiatan 
perangkat daerab fungsi penunjang perekonomian, sumber daya alam, 
in f r a s t ruk tu r dan kewilayaban; 

b. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan barmonisas i perencanaan 
kegiatan Kementrian/Lembaga d i pusat m a u p u n provinsi fungsi penunjang 
perekonomian, sumber daya a lam, in f r a s t ruk tu r dan kewilayaban; 

i . mengoordinasikan d u k u n g a n perencanaan pelaksanaan kegiatan pusat 
u n t u k pr ior i tas nasional fungsi penunjang perekonomian, sumber daya 
alam, i n f r a s t ruk tu r dan kewi layaban; 

j . mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar 
daerab fungsi penunjang perekonomian, sumber daya alam, in f r as t ruk tur 
dan kewi layaban; 

k. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerab 
fungsi penunjang perekonomian, sumber daya alam, i n f r a s t ruk tu r dan 
kewilayaban; 



1. membuat laporan basi l pelaksanaan tugas secara berkala sebagai baban 
evaluasi; dan 

m. pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleb Kepala Badan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 3 7 

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, In f r a s t ruk tu r dan Kewilayaban 
terd i r i da r i : 
a. Sub Bidang Perekonomian; 
b. Sub Bidang Sumber Daya Alam; dan 
c. Sub Bidang In f r a s t ruk tu r dan Kewilayaban. 

Bagian Ketiga 
Sub Bidang Perekonomian 

Pasal 38 

(1) Sub Bidang Perekonomian berada d i bawab dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, In f r as t ruk tur dan 
Kewilayaban. 

(2) Sub Bidang Perekonomian d ip imp in oleb Kepala Sub Bidang. 

Pasal 39 

(1) Sub Bidang Perekonomian mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas 
Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, In f r as t ruk tur dan Kewilayaban 
yang terkai t dengan Perekonomian. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. merancang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerab, Rencana Pembangunan Jangka Menengab Daerab, Rencana 
Kerja Pembangunan Daerab u rusan Per industr ian dan Perdagangan, 
Koperasi, Usaba Kecil dan Menengab, Tenaga Kerja, Transmigrasi , 
Penanaman Modal, energi sumber daya minera l , Pariwisata, 
Kepemudaan dan Olabraga, Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset; 

b. menganalisis rancangan Rencana Strategi dan Rencana Kerja perangkat 
daerab u r u s a n Per industr ian dan Perdagangan, Koperasi, Usaba Kecil 
dan Menengab, Tenaga Kerja, Transmigrasi , Penanaman Modal, energi 
sumber daya minera l , Pariwisata, Kepemudaan dan Olabraga, 
Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset; 

c. merencanakan pelaksanaan Musyawarab Perencanaan Pembangunan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerab, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengab Daerab, Rencana Kerja Pembangunan 
Daerab u r u s a n Per industr ian dan Perdagangan, Koperasi, Usaba Kecil 
dan Menengab; Tenaga Kerja, Transmigrasi ; Penanaman Modal; energi 
sumber daya minera l , Pariwisata, Kepemudaan dan Olabraga, 
Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset; 

d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan pada u rusan 
Per industr ian dan Perdagangan, Koperasi, Usaba Kecil dan 
Menengab, Tenaga Kerja, Transmigrasi , Penanaman Modal, energi 
sumber daya mineral , Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, 
Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset; 



e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkai t 
penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerab, Rencana Pembangunan Jangka Menengab Daerab, Rencana 
Kerja Pembangunan Daerab u r u s a n Per industr ian dan Perdagangan, 
Koperasi, Usaba Kecil dan Menengab,Tenaga Kerja, Transmigrasi , 
Penanaman Modal, energi sumber daya minera l , Pariwisata, 
Kepemudaan dan Olabraga, Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset; 

f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terka i t 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab u rusan Per industr ian dan 
Perdagangan, Koperasi, Usaba Kecil dan Menengab, Tenaga Kerja, 
Transmigrasi , Penanaman Modal, energi sumber daya minera l , 
Pariwisata, Kepemudaan dan Olabraga, Pendapatan, dan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset; 

g. merencanakan sinergitas dan barmonisas i kegiatan u rusan 
Per industr ian dan Perdagangan, Koperasi, Usaba Kecil dan 
Menengab, Tenaga Kerja, Transmigrasi , Penanaman Modal, energi 
sumber daya minera l , Pariwisata, Kepemudaan dan Olabraga, 
Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset; 

b. merencanakan d u k u n g a n pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi 
u n t u k u r u s a n Per industr ian dan Perdagangan; Koperasi, Usaba Kecil 
dan Menengab; Tenaga Kerja; Transmigrasi ; Penanaman Modal; energi 
sumber daya mineral ; Pariwisata; Kepemudaan dan Olabraga; 
Pendapatan; dan Pengelolaan Keuangan dan Aset; 

i . merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar 
daerab d i b idang pembangunan u n t u k u rusan Per industr ian dan 
Perdagangan, Koperasi, Usaba Kecil dan Menengab, Tenaga Kerja, 
Transmigrasi , Penanaman Modal, energi sumber daya minera l , 
Pariwisata, Kepemudaan dan Olabraga, Pendapatan, dan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset; 

j . merencanakan pengendalian dan mon i to r ing pelaksanaan 
perencanaan pembangunan daerab u r u s a n Per industr ian dan 
Perdagangan, Koperasi, Usaba Kecil dan Menengab, Tenaga Kerja, 
Transmigrasi , Penanaman Modal, energi sumber daya minera l ; 
Pariwisata, Kepemudaan dan Olabraga,Pendapatan, dan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset; 

k. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan 
pembangunan daerab u rusan Per industr ian dan Perdagangan, 
Koperasi, Usaba Kecil dan Menengab, Tenaga Kerja, 
Transmigrasi , Penanaman Modal, energi sumber daya minera l ; 
Pariwisata, Kepemudaan dan Olabraga, Pendapatan, dan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset; 

1. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan basi l 
pelaksanaan tugas secara berkala atas pelaksanaan perencanaan 
pembangunan daerab u r u s a n Per industr ian dan Perdagangan, 
Koperasi, Usaba Kecil dan Menengab, Tenaga Kerja; Transmigrasi ; 
Penanaman Modal; energi sumber daya minera l , Pariwisata, 
Kepemudaan dan Olabraga, Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset; 

m. mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik l isan 
m a u p u n ter tu l is ; 

n . mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang; dan 
o. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleb Kepala Bidang 

Perekonomian, Sumber Daya Alam, In f r a s t ruk tu r dan Kewilayaban. 



Bagian Keempat 
Sub Bidang Sumber Daya Alam 

Pasal 40 

(1) Sub Bidang Sumber Daya Alam berada d i bawab dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, In f r as t ruk tur dan 
Kewilayaban. 

(2) Sub Bidang Sumber Daya Alam d ip imp in oleb Kepala Sub Bidang. 

Pasal 41 

(1) Sub Bidang Sumber Daya A lam mempunya i tugas melaksanakan sebagian 
tugas Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, In f r a s t ruk tu r dan 
Kewilayaban yang terkai t dengan Sumber Daya Alam. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. merancang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerab, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengab Daerab, Rencana Kerja 
Pembangunan Daerab u r u s a n Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan 
Perikanan; 

b. menganalisis rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja perangkat 
daerab u r u s a n Pertanian, Pangan,dan Kelautan dan Perikanan; 

c. merencanakan pelaksanaan Musyawarab Perencanaan Pembangunan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerab, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengab Daerab, Rencana Kerja Pembangunan Daerab u rusan 
Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan Perikanan; 

d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan pada u rusan Pertanian, 
Pangan, dan Kelautan dan Perikanan; 

e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkai t Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerab, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengab Daerab, Rencana Kerja Pembangunan Daerab u rusan 
Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan Perikanan; 

f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkai t Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerab u rusan Pertanian, Pangan, dan Kelautan 
dan Perikanan; 

g. merencanakan sinergitas dan barmonisas i kegiatan u rusan Pertanian; 
Pangan, dan Kelautan dan Perikanan; 

b. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi u rusan 
Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan Perikanan; 

i . merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar 
daerab d i b idang pembangunan u n t u k u rusan Pertanian, Pangan, dan 
Kelautan dan Perikanan; 

j . merencanakan pengendalian dan mon i to r ing pelaksanaan perencanaan 
pembangunan daerab u r u s a n Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan 
Perikanan; 

k. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan 
pembangunan daerab u rusan Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan 
Perikanan; 

1. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
secara berkala atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerab 
u r u s a n Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan Perikanan; 

m. mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik l isan 
m a u p u n ter tu l is ; 

n . Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang; dan 
o. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleb Kepala Bidang 

Perekonomian, Sumber Daya Alam, I n f r a s t ruk tu r dan Kewilayaban. 



Bagian Ke l ima 
Sub Bidang Infrastruktur dan Kewi layahan 

Pasal 42 

(1) Sub Bidang In f ras t ruk tur dan Kewilayaban berada d i bawab dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya 
Alam, In f r as t ruk tur dan Kewilayaban. 

(2) Sub Bidang In f ras t ruk tur dan Kewilayaban d ip imp in oleb Kepala Sub 
Bidang. 

Pasal 43 

(1) Sub Bidang In f ras t ruk tur dan Kewilayaban mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, In f ras t ruk tur dan 
Kewilayaban yang terkai t dengan In f r as t ruk tu r dan Kewilayaban. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. merancang penyusunanan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerab, Rencana Pembangunan Jangka Menengab Daerab, Rencana 
Kerja Pembangunan Daerab u rusan Pekerjaan U m u m dan Penataan 
Ruang, Perumaban Kawasan Permukiman, Pertanaban, Perbubungan, 
Komunikas i dan Informat ika, Stat ist ik, Persandian, dan L ingkungan 
Hidup; 

b. menganalisis rancangan Rencana Strategi dan Rencana Kerja perangkat 
daerab u rusan Pekerjaan U m u m dan Penataan Ruang, Perumaban 
Kawasan Permukiman; Pertanaban, Perbubungan, Komunikas i dan 
Informat ika, Stat ist ik, Persandian; dan L ingkungan Hidup; 

c. merencanakan pelaksanaan Musyawarab Perencanaan Pembangunan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerab, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengab Daerab, Rencana Kerja Pembangunan Daerab u rusan 
Pekerjaan U m u m dan Penataan Ruang, Perumaban Kawasan 
Permukiman, Pertanaban, Perbubungan, Komunikas i dan Informat ika, 
Stat ist ik, Persandian, dan L ingkungan H idup ; 

d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan barmonisas i Rencana Tata 
Ruang Wilayab Daerab dan Rencana Pembangunan Jangka Menengab 
Daerab pada u rusan Pekerjaan U m u m dan Penataan Ruang, Perumaban 
Kawasan Permukiman, Pertanaban, Perbubungan, Komunikas i dan 
Informat ika, Stat ist ik, Persandian; dan L ingkungan Hidup; 

e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan pada u rusan Pekerjaan 
U m u m dan Penataan Ruang, Perumaban Kawasan Permukiman, 
Pertanaban, Perbubungan, Komunikas i dan Informat ika, Stat ist ik, 
Persandian, dan L ingkungan Hidup; 

f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkai t Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerab, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengab Daerab, Rencana Kerja Pembangunan Daerab u rusan 
Pekerjaan U m u m dan Penataan Ruang, Perumaban Kawasan 
Permukiman, Pertanaban, Perbubungan, Komunikas i dan Informat ika, 
Stat ist ik, Persandian, dan L ingkungan H idup ; 

g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkai t Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerab u rusan Pekerjaan U m u m dan Penataan 
Ruang, Perumaban Kawasan Permukiman, Pertanaban, Perbubungan, 
Komunikas i dan Informat ika, Stat ist ik , Persandian, dan L ingkungan 
Hidup; 

b. merencanakan sinergitas dan barmonisas i kegiatan u r u s a n Pekerjaan 
U m u m dan Penataan Ruang, Perumaban Kawasan Permukiman, 
Pertanaban, Perbubungan, Komunikas i dan Informat ika, Stat ist ik; 
Persandian, dan L ingkungan Hidup; 



i . merencanakan d u k u n g a n pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi u n t u k 
u rusan Pekerjaan U m u m dan Penataan Ruang, Perumaban Kawasan 
Permukiman, Pertanaban, Perbubungan, Komunikas i dan Informat ika, 
Stat ist ik, Persandian, dan L ingkungan H idup , 

j . merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar 
daerab d i b idang pembangunan u n t u k u r u s a n Pekerjaan U m u m dan 
Penataan Ruang, Perumaban Kawasan Permukiman, Pertanaban, 
Perbubungan, Komunikas i dan Informat ika, Stat ist ik , Persandian, dan 
L ingkungan Hidup; 

k. merencanakan pengendalian dan mon i to r ing pelaksanaan perencanaan 
pembangunan daerab u r u s a n Pekerjaan U m u m dan Penataan Ruang, 
Perumaban Kawasan Permukiman, Pertanaban, Perbubungan; 
Komunikas i dan Informat ika, Stat ist ik, Persandian, dan L ingkungan 
Hidup; 

1. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan 
pembangunan daerab u r u s a n Pekerjaan U m u m dan Penataan Ruang, 
Perumaban Kawasan Permukiman, Pertanaban, Perbubungan; 
Komunikas i dan Informat ika, Stat ist ik, Persandian, dan L ingkungan 
Hidup; 

m. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
secara berkala atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerab 
u r u s a n Pekerjaan U m u m dan Penataan Ruang, Perumaban Kawasan 
Permukiman; Pertanaban, Perbubungan, Komunikas i dan In format ika, 
Stat ist ik, Persandian, dan L ingkungan H idup ; 

n . mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan, ba ik l isan 
m a u p u n ter tu l is ; 

o. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang; dan 
p. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleb Kepala Bidang 

Perekonomian, Sumber Daya Alam, In f r a s t ruk tu r dan Kewilayaban. 

BAB VI I 

K E L O M P O K JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 44 
(1) Pejabat fungsional berkedudukan dibawab dan bertanggung jawab secara 

langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, 
atau pejabat pengawas yang memil ik i keterkaitan dengan pelaksanaan tugas 
JF. 

(2) Pejabat fungsional memil ik i tugas memberikan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terd i r i dar i : 
a. pejabat fungsional keabl ian; dan 
b. pejabat fungsional ke t rampi lan . 

(4) Kelompok j aba tan fungsional sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapat 
d ikoord in i r oleb seorang tenaga fungsional senior yang d i t u n j u k d iantara 
tenaga fungsional. 

(5) J u m l a b tenaga fungsional sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d i te tapkan sesuai k ebu tuban dan beban kerja. 

BAB VI I I 
UPT BADAN 

Pasal 45 

(1) Pada Badan dapat d iben tuk UPT Badan u n t u k melaksanakan kegiatan 
teknis operasional a tau kegiatan teknis penunjang ter tentu . 



(2) Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi , Susunan Organisasi, serta 
Tata Kerja UPT Badan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i tetapkan 
dengan Peraturan Bupat i tersendir i . 

BAB IX 
TATA K E R J A 

Pasal 46 

Dalam ba l Kepala Badan berbalangan melaksanakan tugasnya, tugas Kepala 
Badan d i laksanakan oleb Pejabat yang d i t u n j u k oleb Bupat i . 

Pasal 4 7 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap p imp inan u n i t kerja dan kelompok 
jaba tan fungsional wajib menerapkan pr ins ip koordinasi , integrasi dan 
s inkronisasi ba ik da lam l ingkungan masing-masing m a u p u n antar u n i t 
kerja d i l ingkungan perangkat daerab serta dengan instans i la in d i luar 
organisasi perangkat daerab sesuai dengan tugas masing-masing. 

(2) Setiap p imp inan u n i t kerja waj ib mengawasi bawabannya masing-masing 
dan bi la terjadi penyimpangan agar mengambi l langkab- langkab yang 
d iper lukan sesuai dengan pera turan perundang-undangan yang ber laku. 

(3) Setiap p imp inan u n i t kerja bertanggung jawab memimp in dan 
mengoordinasikan bawabannya masing-masing dan member ikan b imbingan 
serta pe tun juk-pe tun juk bagi pelaksanaan tugas bawaban. 

(4) Setiap p imp inan u n i t kerja wajib meng ikut i dan mematub i pe tunjuk-
pe tun juk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan 
menyampaikan laporan berkala tepat pada wak tunya . 

(5) Setiap laporan yang d i ter ima oleb p imp inan dar i bawaban, wajib diolab dan 
d ipergunakan sebagai baban u n t u k penyusunan laporan lebib l an ju t dan 
u n t u k member ikan pe tun juk-pe tun juk kepada bawaban. 

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan 
laporan wajib d isampaikan pu la kepada organisasi perangkat daerab la in 
yang secara fungsional mempunya i bubungan kerja. 

(7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap p imp inan u n i t kerja d ibantu oleb 
kepala u n i t kerja d i bawabnya dan dalam rangka pemberian b imbingan 
kepada bawaban masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. 

B A B X 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 48 

Bagan S t r u k t u r Organisasi Badan sebagaimana t e r cantum dalam Lampiran 
dan merupakan bagian yang t idak terp isabkan dar i Peraturan Bupat i i n i . 

BAB X I 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 49 

(1) Nomenklatur dan nama j aba tan pada Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerab tetap mengacu pada Peraturan Bupa t i Nomor 74 Tabun 2016 
tentang kedudukan , tugas dan fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerab Kabupaten Pacitan sampai 
dengan pe lant ikan pejabat ba ru sesuai dengan Peraturan Bupa t i i n i . 



(2) Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan 
Peraturan Bupa t i Nomor 74 Tabun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan 
Fungsi, Susunan Organisasi serta ta ta kerja Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerab Kabupaten Pacitan sampai dengan pe lant ikan 
pejabat ba ru sesuai dengan Peraturan Bupa t i i n i . 

Pada saat Peraturan Bupa t i i n i m u l a i ber laku, maka Peraturan Bupa t i Nomor 
74 Tabun 2016 tentang kedudukan , tugas dan fungsi, susunan organisasi, 
serta ta ta kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerab Kabupaten Pacitan, 
d icabut dan d inyatakan t idak ber laku lagi. 

Peraturan Bupa t i i n i m u l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetabuinya, memer in tabkan pengundangan Peraturan 
Bupa t i i n i dengan penempatannya da lam Ber i ta Daerab Kabupaten Pacitan. 

BAB X I I 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 0 

Pasal 51 

Ditetapkan di Pacitan 
Pada tanggal 25 - 5 2020 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 
Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 25 Mel 2 0 2 0 

S E K R E T A R I S DAERAH 
KABUPATEN PACITAN 

Dr. Ir. H E R U WIWOHO SP, M.Si 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19670716 199202 1 002 

B E R I T A DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2 0 2 0 NOMOR 38 



LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 38 TAHUN 2 0 2 0 
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI , SUSUNAN ORGANISASI , S E R T A TATA K E R J A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
D A E R A H KABUPATEN PACITAN. 

S T R U K T U R ORGANISASI 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN D A E R A H KABUPATEN PACITAN 

KEPALA BADAN 

S E K R E T A R I A T 

SUB BAGIAN 
PROGRAM DAN KEUANGAN 

SUB BAGIAN 
U M U M DAN KEPEGAWAIAN 

B I D A N G 
PERENCANAAN, P E N G E N D A L I A N DAN 
EVALUASI P E M B A N G U N A N D A E R A H 

SUB B I D A N G PERENCANAAN DAN 
PENDANAAN 

SUB B IDANG DATA DAN INFORMASI 

SUB B I D A N G PENGENDALIAN, 
EVALUASI DAN PELAPORAN 

B I D A N G 
P E M E R I N T A H A N DAN PEMBANGUNAN 

MANUSIA 

T 

SUB B IDANG PEMERINTAHAN 

SUB B IDANG PEMBANGUNAN 
MANUSIA 

SUB B IDANG KESFUAHTERAAN 
RAKYAT 

UPT BADAN 

B I D A N G 
P E R E K O N O M I A N . SUMBER DAYA A L A M , 
I N F R A S T R U K T U R DAN K E W I L A Y A H A N 

SUB B I D A N G PEREKONOMIAN 

SUB B I D A N G SUMBER DAYA A L A M 

SUB B I D A N G INFRASTRUKTUR DAN 
KEWILAYAHAN 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 


